Menimbang

Mengingat

WALIKOTA BENGKULU
PROVINSI BENGKULU

PERATURAN WALIKOTA BENGKULU
NOMOR 30 TAHUN 2015
TENTANG

TUNJANGAN PERUMAHAN PIMPINAN DAN ANGGOTA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BENGKULU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA BENGKULU,

perlu untuk memberikan Tunjangan Perumahan;

b. bahwa Peraturan Walikota Bengkulu Nomor 22 tahun
2011 tentang Penetapan Besarnya Tunjangan Perumahan
Pimpinan dan Angggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kota Bengkulu Tahun Anggaran 2011 sudah tidak sesuai
lagi dengan perkembangan perekonomian dan harga saat

ini sehingga perlu dilakukan perubahan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Walikota Bengkulu tentang Tunjangan Perumahan
Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Kota Bengkulu;

1. Undang-Undang Nomor 6 Drt. Tahun 1956 tentang

Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil

Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

1091);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4286 );
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004
Pemeriksaaan Pengelolaan dan Tanggung

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4400);

a. bahwa untuk meningkatkan kesejahteraan bagi Pimpinan
dan Anggota DPRD Kota Bengkulu, serta untuk
memperlancar pelaksanaan tugas dan fungsi dipandang



10.

11.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis
Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat,
Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5568);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang
Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4416) sebagaimana telah diubah terakhir dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang
Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24
Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan
Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor
47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4712);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 26 Tahun 2003
tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Daerah Kota Bengkulu Tahun 2003 Nomor 30);

Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 01  Tahun
2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan
Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kota Bengkulu, sebagaimana telah diubah terakhir
dengan Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 2 Tahun
2008 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah
Kota Bengkulu Nomor 01 Tahun 2005 tentang Kedudukan
Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bengkulu;



Menetapkan

MEMUTUSKAN:

PERATURAN WALIKOTA BENGKULU TENTANG TUNJANGAN
PERUMAHAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BENGKULU.

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Bengkulu.

2. Pemerintah Kota adalah Walikota sebagai wunsur
penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin
pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan daerah otonom.

3. Walikota adalah Walikota Bengkulu.

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya
disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kota Bengkulu.

5. Tunjangan Perumahan adalah Tunjangan yang diberikan
kepada Pimpinan dan Anggota DPRD dalam hal
Pemerintah Kota belum dapat menyediakan Rumah
Jabatan Pimpinan dan Rumah Dinas Anggota DPRD.

Pasal 2

Pimpinan dan anggota DPRD yang belum mendapatkan
rumah jabatan dan rumah dinas anggota diberikan
tunjangan perumahan.

Pasal 3

Besaran Tunjangan Perumahan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 2 ditetapkan sebagai berikut :

a. Wakil Ketua DPRD sebesar Rp. 8.000.000,00 (delapan
juta rupiah).

b. Anggota DPRD sebesar Rp. 7.000.000,00 (tujuh juta
rupiah).

Pasal 4

(1) Tunjangan Perumahan Pimpinan dan Anggota DPRD
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dibayarkan setiap
bulan.

(2) Tunjangan Perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dibayarkan terhitung sejak tanggal 01 Januari 2015.

(3) Dalam hal tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) telah dibayarkan berdasarkan Peraturan
Walikota Bengkulu Nomor 22 tahun 2011 tentang
Penetapan Besarnya Tunjangan Perumahan Pimpinan
dan Angggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota
Bengkulu Tahun Anggaran 2011, maka kepada pimpinan
dan anggota DPRD hanya dibayarkan selisih tunjangan
perumahan berdasarkan Peraturan Walikota ini.



Pasal 5

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, maka
Peraturan Walikota Bengkulu Nomor 22 tahun 2011 tentang
Penetapan Besarnya Tunjangan Perumahan Pimpinan dan
Angggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bengkulu
Tahun Anggaran 2011 (Berita Daerah Kota Bengkulu Tahun
2011 Nomor 22) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 6

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Walikota ini dengan
penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bengkulu.

Ditetapkan di Bengkulu
pada tanggal 03 Agustus 2015

WALIKOTA BENGKULU,

ttd

H. HELMI HASAN

Diundangkan di Bengkulu

pada tanggal

03 Agustus 2015

Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA BENGKULU

ttd

MARJON

BERITA DAERAH KOTA BENGKULU TAHUN 2015 NOMOR...30..



